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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis
implementasi prinsip Agile Governance pada program DISAPA I-DAMAN di
Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara beserta faktor pendukung
dan penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian berdasarkan empat teori Luna et al
(2015) yaitu Human Focused, Based on Quick Wins, Systematic and Adaptive
Approach, serta Simple Design and Continuous Refinement. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip Agile Governance pada
program DISAPA [-DAMAN telah berjalan cukup baik. Namun belum optimal
pada salah satu prinsip. Prinsip Human Focused, Systematic and Adaptive
Approach, serta Simple Design and Continuous Refinement telah diterapkan
melalui kemudahan akses pelayanan, penyesuaian sistem pelayanan digital, serta
pengembangan layanan secara berkelanjutan. Namun, prinsip Based on Quick
belum berjalan optimal karena masih bergantung pada kondisi jaringan internet
di beberapa wilayah. Selain itu, masih terdapat kendala berupa rendahnya
pemahaman teknologi masyarakat, keterbatasan kemampuan pegawai dalam
mengoperasikan layanan digital, serta penyebaran informasi yang belum merata
kepada masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi Program, Agile Governance, DISAPA I-DAMAN

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mendorong terjadinya
perubahan dalam tata kelola pemerintahan di berbagai negara termasuk indonesia.
Transformasi digital menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan, serta mudah diakses
masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dalam penyelengaraan pemerintahan
dikenal sebagai E-government, yaitu penerapan teknologi informasi untuk
mendukung pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih modern
serta terintegrasi.
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Implementasi Prinsip Agile Governance Pada Program “DISAPA I-DAMAN” Di
Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara (Qibtiyah dan Afriyanti)

Dalam kajian administrasi publik, paradigma governance terus mengalami
perkembangan mulai dari good governance, dynamic governance, hingga agile
governance (Wasistiono & Anggraini 2019). Good governance dipahami sebagai
konsep tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada transparansi,
akuntabilitas, efektivitas, dan partisipasi masyarakat dalam setiap pelaksanaan
fungsi-fungsi pemerintahan (Holzhacker et al. 2016). Selanjutnya, dynamic
governance merupakan pengembangan dari good governance yang menekankan
kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kebijakan yang adaptif dan dinamis
terhadap perubahan lingkungan strategis (Wasistiono & Anggraini 2019)
Perkembangan paradigma tersebut kemudian melahirkan konsep Agile
Governance. Luna et al. (2015) menjelaskan bahwa Agile Governance merupakan
kemampuan organisasi atau pemerintahan dalam meningkatkan efisiensi,
responsivitas, serta produktivitas melalui pendekatan yang fleksibel dan mampu
beradaptasi dalam menghadapi berbagai transformasi. Vernanda (2020) juga
menyatakan bahwa Agile Governance merupakan kemampuan organisasi dalam
merespon perubahan secara cepat guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang
terus berkembang. Selain itu, Ahmad Suprastiyo & Hardi Warsono (2023)
menjelaskan bahwa paradigma pemerintahan akan terus berkembang mengikuti
perubahan zaman sehingga konsep good governance perlu disempurnakan
menjadi Agile Governance yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi
dan kebutuhan masyarakat modern.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara turut melakukan inovasi
pelayanan publik berbasis digital melalui program DISAPA [-DAMAN
(Digitalisasi Pelayanan Publik — Inovasi Berdaya Saing dan Mandiri). Program ini
merupakan layanan yang mendukung Misi Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
Program ini berbasis website yang memungkinkan masyarakat melakukan
pengurusan administrasi secara online, sehingga melalui program tersebut,
masyarakat dapat memperoleh akses ke berbagai layanan administratif secara
online seperti layanan kecamatan, kelurahan/desa, kependudukan, perizinan,
perpajakan, rumah sakit, perpustakaan digital, dan layanan pengaduan masyarakat
guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelayanan publik
berbasis digital.

Namun dalam pelaksanaannya, program DISAPA I-DAMAN masih
menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan pemahaman teknologi
masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dalam pengoperasian layanan
digital, Di beberapa wilayah status jaringan internet masih tidak stabil. Selain itu,
kemampuan adaptasi pegawai terhadap sistem pelayanan digital juga belum
sepenuhnya optimal sehingga mempengaruhi efektivitas pelayanan kepada
masyarakat.

Kajian mengenai Agile Governance dalam pelayanan publik masih relatif
terbatas sehingga diperlukan pengembangan penelitian yang lebih luas terkait
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penerapannya dalam tata kelola pemerintahan. Melihat dari Fenomena
permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan
Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan judul “Implementasi Prinsip
Agile Governance Pada Program “DISAPA I-DAMAN” Di Kecamatan
Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara”. Dengan menerapkan keempat
prinsip agile governance, sebagaimana dijabarkan oleh Luna et al. (2015) yaitu
Human Focused (berfokus pada manusia), Based on quick wins (bedasarkan
kesuksesan yang dicapai), Systematic and adaptive approach (perubahan yang
cepat dan sistematis) dan Simple design and continuous refinement (desain yang
sederhana dan pengembangan yang berkelanjutan). Dalam konteks analisis,
keempat prinsip tersebut dianggap peneliti sebagai alat evaluasi yang lebih
relevan dengan program DISAPA I-DAMAN. Peneliti berfokus kepada Layanan
Kelurahan/Desa Online dari Program DISAPA I-DAMAN, tepatnya berfokus
pada pengimplementasian nya di 3 Kelurahan dari 13 Kelurahan yang ada di
Kecamatan Samboja, yaitu di Kelurahan Handil Baru, Kelurahan Handil Baru
Darat, dan Kelurahan Muara Sembilang.

Kerangka Dasar Teori
Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai
dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan. Pelayanan publik harus
memastikan keberlanjutan pengelolaan manajemen administratif, termasuk
kebijakan yang mengelola dan mendukung sumber daya yang bermanfaat bagi
masyarakat (Mulyadi 2018;Sinambela 2011). Selain itu, Lewis & Gilman dalam
Mubarok and Suparman (2019) menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan
kepercayaan masyarakat, dan masyarakat menginginkan pelayanan publik yang
jujur, melayani dengan baik, mampu mengelola pendapatan secara wajar dan
bertanggung jawab kepada masyarakat. Mewujudkan penyelenggaraan
pemerintahan yang baik berdasarkan etika pelayanan publik dan kepercayaan
masyarakat.
E-Public Service

E-Public Services merupakan sarana penyampaian pelayanan melalui
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dimana pegawai negeri tidak
lagi berinteraksi secara langsung dengan masyarakat umum. Menurut Rowley
(2006), E-Service atau layanan elektronik merujuk pada tindakan, upaya, atau
kinerja yang menggunakan teknologi informasi sebagai perantara dalam
pengirimannya. E-Service mencakup aspek layanan seperti E-Tailing (layanan
ritel elektronik), dukungan pelanggan, dan pelayanan. Penjelasan tersebut
menyoroti 3 (tiga) elemen kunci: layanan, pengguna layanan, dan mekanisme
pemberian layanan (teknologi).
E-Government

E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi
pemerintahan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan
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efisien. E-Government merupakan bentuk pengelolaan teknologi informasi yang
diterapkan oleh pemerintah untuk membangun hubungan dengan warga negara
maupun lembaga lainnya. Selain itu, bahwa penerapan E-Government
memberikan manfaat bagi pemerintah maupun masyarakat (Nurrahman dkk,
2021;Saputra dan Widiyarta, 2021). Bagi pemerintah, penerapan sistem digital
dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi penggunaan sumber
daya seperti kertas, tenaga, dan waktu. Sementara bagi masyarakat, pelayanan
dapat diakses lebih cepat, mudah, serta tidak terbatas oleh ruang dan waktu.

Agile Governance

Perkembangan paradigma governance menunjukkan bahwa tata kelola
pemerintahan terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan
masyarakat. Ahmad Suprastiyo & Hardi Warsono (2023) menjelaskan bahwa
paradigma good governance perlu disempurnakan menjadi Agile Governance
yang lebih adaptif terhadap perubahan. Menurut Huang et al. (2014), Agile
Governance merupakan kemampuan organisasi dalam menanggapi perubahan
dengan cepat dan tepat guna menciptakan inovasi dan efektivitas organisasi.
Sementara itu, Mergel et al. (2020) menjelaskan bahwa Agile Governance
menekankan fleksibilitas, responsivitas, serta kemampuan organisasi dalam
beradaptasi terhadap transformasi kebutuhan publik melalui perbaikan yang
berkelanjutan. Selain itu, Brown et al. (2013) memandang Agile Governance
sebagai tata kelola yang fleksibel dan berorientasi pada peningkatan efektivitas
organisasi melalui pengambilan keputusan yang adaptif.

Sejalan dengan hal tersebut, Luna et al. (2015) menjabarkan definisi Agile
Governance sebagai kemampuan organisasi atau pemerintahan dalam mendeteksi,
beradaptasi, dan merespon perubahan lingkungan dengan cepat dan
berkesinambungan melalui sistem tata kelola yang fleksibel dan responsif, yang
mencakup 6 prinsip utama Agile Governance, antara lain Good Enough
Governance yaitu tata kelola disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi
organisasi, Business Driven yaitu setiap keputusan dan tindakan organisasi
memiliki tujuan dan arah yang jelas, Human Focused mengacu pada pelayanan
berorientasi pada partisipasi dan kebutuhan Masyarakat, Based on Quick Wins
merupakan kemampuan organisasi mencapai hasil pelayanan secara cepat sebagai
bentuk peningkatan kualitas pelayanan, kemudian Systematic and Adaptive
Approach, kemampuan organisasi merespon perubahan secara cepat dan
sistematis dan Simple Design and Continuous Refinement yaitu kemampuan
organisasi menciptakan sistem yang sederhana serta melakukan pengembangan
secara berkelanjutan.

Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan

fokus penelitian menganalisis implementasi prinsip Agile Governance pada
program DISAPA [-DAMAN di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai
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Kartanegara meliputi Human Focused, Based on Quick Wins, Systematic and
Adaptive Approach, serta Simple Design and Continuous Refinement, beserta
faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Sumber data penelitian
terdiri dari data primer yang diperoleh melalui dari key informan yaitu Kepala
Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Samboja, dan informan lainnya yaitu Lurah
Muara Sembilang, Sekretaris Lurah Handil Baru, Kasi sosial kelurahan Handil
Baru Darat, Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan
Informatika Kutai Kartanegara, Bagian Organisasi Badan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara serta Masyarakat sebagai informan pendukung.

Penelitian ini juga mengambil data sekunder yang berasal dari dokumen,
buku, jurnal,arsip dan peraturan terkait penelitian. Teknik penentuan informan
menggunakan purposive sampling, sedangkan masyarakat sebagai informan
pendukung ditentukan melalui accidental sampling. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik
analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, and Saldana (2014)
yang terdiri dari pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, hingga
penarikan kesimpulan yang mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan
yang diidentifikasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi Prinsip Agile Governance Pada Program “DISAPA I-DAMAN”
Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Human Focused

Menurut Luna et al. (2015) prinsip Human Focused menekankan bahwa
pelayanan publik harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta mampu
menjangkau berbagai lapisan sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa
penerapan prinsip Human Focused pada program DISAPA I-DAMAN di
Kecamatan Samboja telah berjalan cukup baik dinilai pada sosialisasi program
kepada masyarakat, pendampingan pelayanan, serta penyediaan sistem layanan
yang sederhana dan mudah digunakan. Namun, temua penelitian menemukan
bahwa masih terdapat beberapa kendala, khususnya terkait literasi digital
masyarakat dan pemerataan sosialisasi layanan, sehingga menyebabkan
penggunaan layanan program oleh masyarakat kurang merata.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Huang et al. (2014) dan Zahra &
Suparman (2022) yang menyatakan bahwa organisasi yang agile harus mampu
memahami kebutuhan pengguna secara responsif dan perbedaan tingkat
pemahaman masyarakat dapat mempengaruhi berjalannya suatu program dengan
optimal. Dengan demikian, prinsip Human Focused pada program DISAPA I-
DAMAN telah diterapkan cukup baik, meskipun masih diperlukan penguatan
sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan layanan digital.

2. Based On Quick Wins

Prinsip Based on Quick Wins dalam Agile Governance menurut Luna et al.

(2015) menekankan bahwa pencapaian hasil yang cepat dan dapat dirasakan
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langsung oleh masyarakat sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik.
Hasil penelitian menunjukan bahwa program DISAPA [I-DAMAN di Kecamatan
Samboja diwujudkan melalui pelayanan administrasi berbasis digital yang
mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan seperti surat keterangan,
rekomendasi, dan dokumen kependudukan secara online tanpa prosedur
pelayanan yang panjang. Selain itu, terdapat barcode layanan untuk memudahkan
masyarakat mengakses pelayanan melalui telepon seluler sehingga mampu
mengurangi antrian pelayanan secara langsung.

Dari sisi kelembagaan, Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara
melakukan pembangunan infrastruktur jaringan dan pusat data pada wilayah
blank spot, sedangkan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melakukan
pembaruan fitur aplikasi serta sosialisasi sistem guna mendukung percepatan
pelayanan publik berbasis digital yang sesuai dengan Peraturan Bupati Kutai
Kartanegara Nomor 45 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun, prinsip
Based on Quick Wins pada program DISAPA I-DAMAN belum berjalan optimal
karena keterbatasan jaringan internet, rendahnya literasi digital masyarakat, serta
keterbatasan sumber daya manusia dalam mengatasi kendala teknis aplikasi
sehingga percepatan pelayanan belum dapat dirasakan secara merata oleh
masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pendapat Brown et al. (2013) dan Kiahno
(2021) yang menyatakan bahwa Agile Governance dapat meningkatkan
efektivitas pelayanan yang responsif dan efisien, meskipun implementasinya
masih menghadapi kendala pada kesiapan pengguna dan pemanfaatan sistem.
Dengan demikian, program DISAPA I-DAMAN telah menunjukkan upaya
penerapan prinsip Based on Quick Wins melalui percepatan pelayanan publik
berbasis digital, namun implementasinya masih belum optimal akibat
keterbatasan infrastruktur, literasi digital masyarakat, dan kesiapan sumber daya
manusia.

3. Systematic and Adaptive Approach

Prinsip Systematic and Adaptive Approach menurut Luna et al. (2015)
menekankan kemampuan pemerintah untuk merespon perubahan secara cepat
melalui mekanisme yang sistematis dan adaptif. Hasil penelitian menunjukan
penerapan dari dua sisi. Dari sisi sistematis, implementasi program DISAPA I-
DAMAN di Kecamatan Samboja dilakukan secara bertahap mulai dari kabupaten
sebagai tingkat atas, dilanjutkan ke kecamatan hingga tingkat kelurahan dengan
menyesuaikan kesiapan sumber daya manusia dan fasilitas pelayanan. Penerapan
tanda tangan elektronik (TTE), penyediaan panduan layanan, serta sosialisasi
sistem juga menjadi bagian dari upaya menciptakan pelayanan yang lebih
terstruktur dan efisien. Dari sisi adaptif, pemerintah daerah melakukan pelatihan
internal bagi pegawai untuk mendukung penyesuaian terhadap pelayanan berbasis
digital. Namun, penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan
kompetensi pelayanan digital sehingga proses adaptasi terhadap sistem DISAPA
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[-DAMAN belum berjalan optimal. Sebagian pegawai masih kesulitan
beradaptasi dengan layanan digital karena beberapa dari mereka terbiasa
menggunakan layanan manual.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Mergel et al. (2020) yang menyatakan
bahwa organisasi publik perlu memiliki kemampuan adaptif terhadap perubahan
berbasis teknologi digital. Selain itu, penelitian Halim dkk. (2021) juga
menjelaskan bahwa penerapan Agile Governance membutuhkan kemampuan
organisasi dalam beradaptasi terhadap perubahan teknologi pelayanan publik.
Dengan demikian, prinsip Systematic and Adaptive Approach pada program
DISAPA I-DAMAN telah diterapkan, namun masih memerlukan penguatan
kapasitas sumber daya manusia dalam pelayanan berbasis digital.

4. Simple Design and Continuous Refinement

Prinsip Simple Design and Continuous Refinement menurut Luna et al.
(2015) menekankan bahwa pelayanan publik digital harus dirancang sederhana
dan terus dikembangkan secara berkelanjutan agar mudah digunakan masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan terlihat dari sisi penyederhanaan
pelayanan dan pengembangan sistem secara berkelanjutan. Dari sisi
penyederhanaan pelayanan, program DISAPA I-DAMAN di Kecamatan Samboja
mampu memangkas alur pelayanan administrasi yang sebelumnya harus melalui
kecamatan dan kini dapat diproses di tingkat kelurahan sehingga pelayanan
menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, sistem DISAPA I-DAMAN juga
dilengkapi fitur unggah dokumen, notifikasi otomatis, dan pilihan layanan yang
terstruktur untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik
berbasis digital. Dari sisi pengembangan berkelanjutan, Diskominfo dan Bagian
Organisasi Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan pembaruan sistem menuju
DISAPA I-DAMAN V2 melalui penyempurnaan tampilan sistem, penambahan
panduan penggunaan, serta fitur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagai
bentuk evaluasi layanan publik berbasis digital.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Brown et al. (2013) dan Kiahno (2021)
bahwa organisasi adaptif cenderung menggunakan sistem yang sederhana agar
lebih mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan, serta pemanfaatan teknologi
digital mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik melalui pengembangan
sistem yang berkelanjutan. Dengan demikian, prinsip Simple Design and
Continuous Refinement pada program DISAPA I-DAMAN telah diterapkan
dengan cukup baik melalui penyederhanaan pelayanan dan pengembangan sistem
secara berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan penghambat Implementasi Prinsip Agile Governance
Pada Program “DISAPA I-DAMAN” Di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai
Kartanegara

Implementasi prinsip Agile Governance pada program DISAPA I-DAMAN
di Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh beberapa
faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan program, yaitu
sebagai berikut:
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. Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur pelayanan digital di tingkat kecamatan

Ketersediaan fasilitas pelayanan digital seperti komputer, jaringan, dan sistem
pelayanan terintegrasi di Kecamatan Samboja mendukung pelaksanaan
pelayanan publik berbasis digital. Kondisi tersebut membantu proses
pelayanan administrasi berjalan lebih terstruktur dan efisien, meskipun
penerapan prinsip based on quick wins belum sepenuhnya dirasakan secara
merata di tingkat kelurahan.

. Kesiapan dan kemampuan pegawai dalam mengoperasikan DISAPA I-

DAMAN

Pelatihan dan bimbingan teknis yang diberikan pemerintah daerah membantu
pegawai kecamatan dan kelurahan beradaptasi dengan pelayanan berbasis
digital, termasuk penerapan tanda tangan elektronik (TTE). Kondisi ini
menunjukkan adanya penerapan prinsip systematic and adaptive approach
melalui proses penyesuaian pelayanan yang dilakukan secara bertahap dan
terstruktur.

. Adanya inovasi dan inisiatif pemerintah dalam mempermudah layanan

Diskominfo dan Bagian Organisasi Kabupaten Kutai Kartanegara terus
melakukan pengembangan sistem, pembaruan fitur, serta penyederhanaan
desain layanan digital guna mempermudah akses pelayanan masyarakat.
Kondisi tersebut mencerminkan penerapan prinsip simple design and
continuous refinement dalam pengembangan pelayanan publik berbasis digital.

Faktor Penghambat :

1.

Keterbatasan tenaga IT dalam pelayanan digital

Jumlah pegawai yang memiliki kemampuan dalam mengatasi kendala teknis
aplikasi masih terbatas sehingga proses pelayanan terkadang mengalami
hambatan ketika terjadi gangguan jaringan, server, maupun sistem pelayanan
digital.

. Perbedaan kondisi infrastruktur di beberapa kelurahan

Beberapa wilayah di Kecamatan Samboja masih mengalami keterbatasan
jaringan internet akibat kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau. Kondisi
tersebut mempengaruhi kelancaran pelayanan digital karena program DISAPA
I-DAMAN membutuhkan koneksi internet yang stabil agar pelayanan dapat
berjalan optimal.

Perbedaan pemahaman dan preferensi berdasarkan usia masyarakat

Masih terdapat kesenjangan yang menunjukkan perbedaan tingkat literasi
digital masyarakat Kecamatan Samboja terutama pada kelompok lanjut usia
yang lebih terbiasa menggunakan pelayanan manual dibandingkan pelayanan
digital. Kondisi tersebut menyebabkan pemanfaatan layanan DISAPA I-
DAMAN belum berjalan optimal secara merata dan menunjukkan bahwa
penerapan prinsip human focused serta systematic and adaptive approach
masih memerlukan penyesuaian terhadap karakteristik masyarakat yang
beragam.
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Penutup
Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi
prinsip Agile Governance pada Program DISAPA [-DAMAN di Kecamatan

Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi prinsip Agile Governance pada program DISAPA I-DAMAN di
Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan cukup baik
berdasarkan indikator Luna et al. (2015). Namun, masih terdapat beberapa
kendala dalam proses pelaksanaannya, antara lain :

a. Pada indikator human focused, pemerintah telah melakukan pendampingan
dan sosialisasi pelayanan digital kepada masyarakat. Namun, pemanfaatan
layanan digital masih belum optimal pada kelompok masyarakat lanjut usia
yang masih terbiasa menggunakan pelayanan manual.

b. Pada indikator based on quick wins, penerapan tanda tangan elektronik
(TTE) dan barcode mampu mempercepat pelayanan administrasi
masyarakat. Namun, percepatan pelayanan masih dipengaruhi oleh kondisi
jaringan internet dan gangguan sistem aplikasi.

c. Pada indikator systematic and adaptive approach, pelayanan digital telah
diterapkan secara bertahap melalui pelatihan dan adaptasi pegawai. Namun,
kompetensi sumber daya manusia dan kemampuan adaptasi pelayanan
digital masih belum merata di seluruh kelurahan.

d. Pada indikator simple design and continuous refinement, pengembangan
DISAPA I-DAMAN V2 menunjukkan adanya penyederhanaan dan
pengembangan sistem pelayanan secara berkelanjutan melalui pembaruan
fitur dan penyediaan panduan penggunaan layanan digital.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi program DISAPA I-
DAMAN di Kecamatan Samboja meliputi:

a. Faktor pendukung meliputi ketersediaan fasilitas pelayanan digital,
kesiapan pegawai dalam mengoperasikan layanan digital, serta adanya
pengembangan sistem pelayanan oleh pemerintah daerah.

b. Faktor penghambat meliputi keterbatasan tenaga IT, perbedaan kondisi
infrastruktur jaringan, serta perbedaan pemahaman dan preferensi
masyarakat terhadap pelayanan digital

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini mengenai

Implementasi prinsip Agile Governance pada Program DISAPA [-DAMAN di

Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara maka peneliti ingin

mengajukan saran dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kecamatan dan kelurahan perlu memperluas sosialisasi dan pendampingan
penggunaan layanan digital kepada masyarakat.

2. Pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur jaringan internet di wilayah
yang masih mengalami keterbatasan akses jaringan.
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3. Diskominfo dan Bagian Organisasi Kabupaten Kutai Kartanegara perlu
melanjutkan pengembangan dan monitoring sistem DISAPA I-DAMAN secara
berkala.

4. Pemerintah daerah perlu melakukan penataan dan pelatihan sumber daya
manusia sesuai kompetensi pelayanan digital.

5. Pemerintah daerah perlu menambah tenaga IT untuk mendukung penanganan
kendala jaringan dan sistem aplikasi pelayanan digital.
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